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KEPUTUSAJT
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TEI{TANG

TIM ASESOR PENILIIIAI{ MANDIRI PELAI(SAI|AA"IT REF'ORMASI

BIROKRASI DI LII{GKT'ITGAN DIITAS PE!TAI|A.UA"!T UODAL DAIT

PEL/TYAITAIT TERPADU SATU PINTU I(IBT'PATEI{ MALIIITG

XTPALA DINAS PENAJYATAN MODAL

DA.!T PELIIYAITAIT TERPADU SATU PII|TU XAAUPATEI{ UALIIIIG,

Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan

reformasi birokrasi, maka segala kegiatan terkait

reformasi birokrasi harus dilengkapi dokumen

pendulotng sebagai bukti pelaksanaan reformasi birokrasi

di lingkungan Dinas Penanaman Modal dal Pelayanan

Terpatlu Satu Pintu Kabupaten Malang;

bahwa untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi,

maka diperlukan komitmen alari seluruh Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu SatU Pintr.i Kabupaten Malang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksutl dalam konsideran menimbang hunif a dan

huruf b, maka perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu KabUpaten Malang dengan Keputtisan Kepala

Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b

c
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Menetapkan

KESATU

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang

Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 20 lO-2O25;

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2Ol4

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor l1 Tahun 2O15

tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 20 L5-2O 19 ;

9. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2OL7 tentang

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Malang Tahun 2Ol7 -2021 ;

10. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2O16 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, dengan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

Tlrgas Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU adalah sebagai berikut:

l. mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan

Pub[k di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

2. memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan

Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

3. mendokumentasikan kelengkapan dokumen pendukung

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di

tingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;dan

4. membuat rencana perbaikan terhadap komponen yang

disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta rencana

aksinya sesuai standar/format yang diberikan.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen

Padatanggal : 2 Jantari202O

XTPALII DII|AS PEI{AITAUAIT UODAL DAIT

AN TERPADU SATU PINTU

G,

HUTAGALUNG

2. Sdr. lnspektur Kabupaten Malarng;

3. Sdr. Kepala Bagran Organisasi

Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang.

TERPACU P[flU

IXAS PEflATAIAI

rcoll 0u PtuYAlt^lt
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Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI.A DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PEIAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG
NOMOR : t88.41 12- lt<E,Pl3s.o7.r22l2o2o
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAIIUPATEN MAI,ANG

SUSI'NA.IT I(EAII G(K)TAA.!T

TIU ASESOR PEITILITIAIT UAT|I'IRI PEL/IXSAIYAAIT RTFIORUASI

BIROI{RASI DI LII{GKI'ITGAX DII{AS PEITAITAUAI{ UODAL DAI|

PELITYAITAIT TERPAI'U SATU PIITTU KABTIPATEI{ UALIII|G

KEPALA DINAS PENAI{AMAN MODAL DAN

MALANG

HUTAGALUITG

No Nama / NIP Jabatan
Kedudukan
Dalam Tlm

1 Koordinator
Tim Asesor

2 Kinta Ramayanti,S.Sos,MM

Nip. r97O0831 1995032001

Kabid Pembangunan dan
Kemasyarakatan

Anggota Tim
Asesor

3 Dra. Siti Rohani,M.Si

Nip. 1966O625 1990032007

Anggota Tim
Asesor

4 Drs. Ra}hmad Hariadi, M.Si

Nip. 19681221 1996021O01

Kabid Pengembangan
dan Promosi Penanaman
ModaI

Anggota Tim
Asesor

5 Sumarno, S.Sos

Nip. 1962 1202 198703 1O05

Kabid Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Anggota Tim
Asesor
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TERPAI)U SATU PINTU

Johnson Sonaru,S.H.,MM

NIP. 19640604 198903 1012

Sekretaris

Kabid Perekonomian dan
Sosial Budaya


